
Mengingat : 1. Undang-Undang NoIJ1or 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
:Pend.idikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003· Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik.Indoneeia Nomor 4774); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
'Tambaharr Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran ..Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lemba.ra.n Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Pemerintahan. Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, 'Fambahan Lembarao Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

• 

• Menlmbang : a. bahwa dalam rangka membiasakan membaca, menulis, 
rnendengar dan berbicara pada satuan pendidikan clan 
masyarakat, perlu digalakan budaya literasi; 

b. bahwa untu.k menciptakan budaya Iiterasi di Kabupaten 
Cirebon, perlu dilakukan .revelusi. mental warga sekolah 
maupun masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap 
gemar mernbaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir 
yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan teknologi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada hu.r:uf a dan huruf b, perlu mengatu.r Oerakan Literasl 
Daerah Terpadu yangditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

TENT ANG 
GERAKAN LITERASI DAERAH TERPADU 

DENGAN RARMAT TUHANYANG MAHA ESA 
BUPATI CIREBON, 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 53 TAHON 2018 

~ 
NOMOR 5, TA.HUN 2018 SERI 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREB0N 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengau: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2, Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten. 'Cir:~bon; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa; 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan rnasyarakat setempat dalam 
sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

6. Satuan Pendidikan. adalah kelompok Jayanan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, 
nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

fyfeJiletapl{an: ~ERATURAN BU'RATI CIREBO?t TENTANG GERAKAN LITERASI 
DAERAH TERPADU 

MEMUTUS.KAN : 

·5, Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun. 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 20Q7 lentang 
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 t4 'Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5531); 

6. Peraturan Pemeri.ntali Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturari Pelaksanaan ~niiang-Unqang Nomor 6 Tahun 20l4 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmggal, dan 
Transrrngrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Taliun 2017 '(Bei:ita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 1888); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan .dan Kebudayaan, Nomor 23 
Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor id72); . . 

9. Peraturan Daerah Kabu~aten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon 1'ahun 20ll: Nomor 13, Serl E.4); 

10. Peraturan Bupati ejrebon Nomor 105 Tabun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Perpustakaan. di Kabupaten Cirebon (Berita 
Daerah Kabupaten Cir.ebon Nemer 105 Tahun 2'015, 
SeriE. CJ9). 

•• 

• 

• 



• 

7. Masyarakat adalah $eJ:iap orang, kelompok orang. atau 
Iembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai 
ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan.Iiterasi; 

8. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kernampuan membaea 
dan menulis serta keterarnpilan berpikir menggunakan 
sumber-sumber pengetahuan dalam beri.tuk cetak, visual, 
digital dan auditori; 

9. Gerakan Literasi Daerah Terpadu adalab suatu usaha atau 
kegiatan literasi yang bersifat partisipatif d.engan melibatkan 
seluruh warga satu.an pendidikan dan/atau masyarakat yang 
ada di daerah; 

10. Literasi Baca dan Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan 
untuk membaca, menulis, mencari, men.elusuri, mengolah, 
dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, 
dan rnenggunakan teks tertulls untuk meneapai tujuan, 
mengembangkan pemahaman dan petensi, serta untuk 
berpartisipasi di Iingkungan soslal; 

11. LiterasiNumerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk 
menggunakan berbagai macam ahgka dan simbol-simbol yang 
terkait dengan maiematika dasar untuk memecahkan 
masalah praktis dalam. berbagai macam konteks kehidupan 
sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan 
dalarn berbagai bentuk (gtafik, tabel, bagan, dsb,) lalu 
menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk 
memprediksi dan mengambil keputusan; 

12. Litetasi sains. adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah 
untuk rnampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh 
pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta 
mengambil simpulan berdasarkan fakta, memaharni 
ka.rakte.ristik saina, membangun kesadaran bagaimana sains 
dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual- dan 
budaya, serta meningkatkan kemauan untuk -terlibat dan 
peduli dalam isu-isu yang terkait sains; · 

1.3:. Literasi digital adalah pengetabuan dan kecakapan, untuk 
menggunakan media digital, alat-alat, 'korriurrikasi, atau 
jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, 
membuat infortnasi, dan menianfaatkannya secara sehat, 
bijak, cerdas, cerrnat, tepat, dan patuh hukum dalam ran-gka 
membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehan­ 
hari; 

14. Literasi finansial ad.alah pengetahuan dan kec;akapan untuk 
mengaplikasikan pemahaman tentang .konsep dan rieiko, 
keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif 
dalam konteks finansial. untuk meningkatkan kesejahteraan 
finansial, baik individu maupun sosial, dan -dapat 
berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat; 

15. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam 
memahaml dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia 
sebagai identitas bangsa; 

16. K:e-giatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan 
kesanggupan/ kemampuan/ keterampilan, serta minat dalam 
hal memoaca dan menulis; 

17. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh 
sebuab proses mernbaea dan menulis yang pada akhirnya 
sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan 
tersebut akan menciptakan karya; 

18. Perpuetakaan adalah institusi pengelola kqleksi kar:ya tulis, 
kacya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan 

3 

• 



J 

(4) Gerakan Literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) huruf c meliputi gerakan literasi yang dilaksanakan oleh 

'L 

(3) Gerakan Literasi di .keluarga sebagairoaoa dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarg_a. 

(2) Oerakan Literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, meliputi gerakan literasi pada sekolah 
dasar dan sekolah menengah / yang sederajat. 

( 1) Sasara.n kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah Terpadu 
adaJah: 
a. satuan pendidikan; 
b. keluarga, dan 
c. masyarakal 

Bagian Kesatu 
Saaaran 
Pasal 4 

BABm 
SAS.ARAN GER.AKAN LITERASI DAERAH TERPADU • 

Tujuan Gerakan Literasi Daerah 'l'.erpadu adalah untuk 
menumbuhkembangkan Oerakan Literasi Sekolah, Oerakan Li1erasi 
Keluarga, dan Geralcan Literasi Masyarakat. 

Pasal 3 

Maksud Gerakan Litera.si Daerah Terpadu adalah unruk memberikan 
pedofnan dalarn pelaksanaan gerakan Iiterasi guna memperluas 
akses inforrnasi, memahami informasi serta memanfaatkan informasi 
terutama membudayakan kegiatan, -membaoa, menulis serta 
berkormmikaai dengan lingkungannya. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 • 

sistem yang baku guna mernenuhi kebutuhan pendidikan, 
penelitian, peleetarian, informasi dan rekreasi para 
pemustaka termasuk di dalamnya taman. bacaan dan sudut 
baca; 

19. Taman Bacaan Masya.rakat, yang selanjutnya disingkat TBM 
adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh clan 
untuk masyarakat; 

20. Sudut Baca adalah suatu tempat khusus yang menyedia.kan 
bahan kepustakaan bagi masyarakat; 

21. Bahan Bacaan adalah semua hasil karya tulis, ka.rya ceta.k 
dan/ atau karya rekam; 

22: Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan 
untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, 
lanjutan. maupun multi a.ksara) agar memiliki pengetahuan 
dan pemahaman yang lebih Iuas; 

23_ Komunitas Literasi adalah kelompok rnasyarakat yang 
melaksanakan kegiatan literasi di masyarakat. 
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(1) Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi literaai, 
(2) Dimensi, literasi sebagaimana dima:ksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 

a. literasi baca tulis; 
b. literasi berhitung; 

Pasal 7 

(1) Dalam menumbuhkembangkan budaya literasi, Pemetintah 
Daerah dapat membentuk Kecamatan Literasi yang terdiri dari 
beberapa.desa literas{' · 

(2) Desa literasi dibentuk dari beberapa Kampung Literasi. 
(3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan gerakan literasi masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kecamatan dan 
Desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan yang berkaitan 
dengan gerakan literasi di wilayahnya, 

Pasal6 

(4) Unfuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud 
pada (1), masyarak:at melaksanakan kegiatan: 
a. penyediaan. dan pengelolaan taman bacaan ~st,atakat, 

kampung Iiterasi dan komunitas litezasi; 
b. penyediaan. bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan 

informatif; 
c, penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana Iain yang 

mendukung kegiatan Iiterast; dan, 
d. peny,elenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan literasi 

dan budaya .baca baik mandiri maupun berkordinasi, dengan 
pihak lain. • 

{3) Untuk mendukung budaya Iiterasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan: 
a. periyediaan buku dan bahan 'bacaan lain di rumah yang 

edukatif, inspiratif, informatif, dan rekreatif; 
b. pendirian perpustakaan keluarga; 
c, Menumbuhkembangkan minat baca dan, budaya baca di 

lingkungan.keluarga; dan, 
:d. pembudayaan buku dan atau bercerita untuk anak sejak dirii. 

• 

(2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), satuan, pendidikan. melaksanak:a:n .kegiatan: 
a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi 

yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus .rekreatif; 
b. pengelolaan perpustakaan satuan pendidikan; 
c. penyediaan. . dan pengelolaan sarana prasarana lain yang 

mendukung kegiatan literasi; 
d. peningkatan kegiatan. literasi clan budaya baca baik mandiri 

maupunberkordinasi dengan pihak lain. 

(1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, keluarga clan 
masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya Iiterasi. 

Bagian Kedua 
Pembudayal!,n I.;iterasi 

Pasal 5 

Iembaga dan/atau. masyarakat, Pemerintah Uesa, 
kernasyarakatan. 

·' 





Pengembangan budaya titerasi harus mempertimbangkan: 
a. keberagaman dan perkembangan media l:iterasi; 
b. bahan bacaan sesuai kebntnhan; 
c. ketrampilan membaca dan menulis; 
d. karakteristik daerah; dan 
e. perkembangan komunikasi. 
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Pasal 10 

Strategi pengembangan. budaya literaei dilakukan dengan cara: 
a. mengkondlsikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di 

lingkungan satuan pendidikan, keluarga, maupun 
masyarakat.; 

b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi 
dan interaksi yang efektif; 

c. mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan 
akademik yang.mem.illki budaya Iiterasi; dan 

d. berbasis. teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memudabkan dalam memobilisasi budaya literasi. 

Bagian Keempat 
Strategi dan Pengemb~an Buda.ya Literaai 

PasaJ 9 • 

(4] Tahapan .Budaya Literasi -pada masyarakat adalab sebagai 
berikut: 
a. dibina secara konaisten; 
b. dibiasakan; 
c. dijadikan budaya; dan 
d. dJjadikan karakter. 

(2) Tabapan Buda.ya Ll:terasi pada satuan -peodidikan adalah sebagal 
berikut: 
a. diajarkan; 
b. dilatih secara konslsten: 
c. dibiasakan; 
d. dijadika.n budaya; 
e. dimasukan ke dalam pembelajatan; dan 
f. dijadikan karakter . 

(3) Tabapan budaya literasi pada keluarga adalah sebagai berikut: 
a. dibina seca.ra konsisten; 
b. dibtasakan: 
c, dijadikan budaya; dan 
d. dijadikankarakter. 

• 

(1) Budaya Llterasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta 
berkelanjutan untuk meWUjudkan ,na:~yarakat daerah menjadi 
pembelajar sepanjang hayaL 

Bagian ketiga 
Taha.pan Pembudayaan Lltera.ai 

Pasal 8 

c. literasi muns; 
d. litera$i teknologi informasi dan komunikasi (TIKJ; 
e. litera.sl keuangan; serta 
f. ttterast budaya dan kewarganegaraan 
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(1) Gerakan literasi masyarakat merupakan gerakan kegiatan­ 
kegiatan literasi yang dilakukan untuk rnasyarakat tanpa 
memandarrg usia. 

(2) Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan untuk mendukung 
_pemerintah daerah dalam menggalakan budaya literasi kepada 
masyarakat. 

BagiaJJ Ketiga 
Getakan Lite.rasi Masyarakat 

Pasal i4 

(1) Gerakan Iiterasi keluarga merupakan upaya memngkarkan 
kemampuan Iiterasi keluarga, 

(2) Gerakan Literasi KeJuarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1.J 
dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, 
penguatan pemahaman. teritang pentingnya .literasi QEJ.ID 
keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga. 

BagiaJJ Kedua 
Gerakan Literasi Keluarga 

Pasal 13 • 

(1) Gerakan literasi sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah 
sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang 
hayat mela1ui pelibatan publik. 

(2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
warga sekolah, akademisi, dunia usaha' dan industri, dan 
pemangku kepentingan. 

(3) Warga sekolah, sebagaimana dimaksud :pada ayat (2) tefditi dari 
peserta, didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, 
pengawas, sekolah, koniite sekolah, ora~g tua/wal) murid. 

(4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)di 
bawah.koordinasi llina:s yang terk;ait. 

Baglan Keaatu 
Gerakan Literaai Sekolah 

Pasal 12 • 
BAB IV 

PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI 

(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, satuan pendidikan dan 
atau pihak swasta memfasilttast penyediaan sarana dan 
:prasarana untuk memenuhi kebutuhan literasi berupa 
perpustakaan, taman baeaan masyarakat, rumah baca, sudut 
baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya. 

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimanfaatkan dan. dikembangkan selarae dengan 
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung 
dan mewujudkan t:ujua.n..,budaya litera:si. 

Bagian Kelima 
Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pasal 11 
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(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: 
a. program. dan. kegiatan. Gerakan Literasi; 
b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi; 

dan 
c, l)ermasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan 

Literasi. 

( 1) Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan 
Iiterasl. daerah terpadu wajib menyampaikan laporan seeara 
berkala kepada tim teknis gerakan literasi daerah terpadu. 

Pasal 18 

(1) Pemerintah Daerah melakukan, evaluasi terhadap pelaksanaan 
Oerakan Literasi mela.lui kegiatan: 
a. monitoring -pelaksanaan 6erakan Literasi pada satuan 

pendidikan, keluarga dan rnasyarakat; dan 
b, evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi. 

BABVX 
EVALUASIDANPELAPORAN 

Pasal 17 • 
(3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapl;rari derrgan Keputusan Bupati. 

(2) Tun sebagaimaoa ditl,aksud pada ayat (1) beranggota.kan unsur 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, 

(I) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 13, Pemerintah Daerah mernbentuk tirn pembina 
dan tim teknis gerakan literasi daerah.terpadu. 

Pasal 16 

Dalam rangka, pelaksanaan Gerakan literasi daerah terpadu, 
Pemerintab Daerab melakukan pembinaan yang meliputi: 
a. mernbuar kebijakan daerah untuk mendnkung pelaksanaan 

Budaya Llterasi; 
b. memberlkan bimbingan teknis pengelola perpusta.kaan dan 

Uterasi; 
c. Mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan Literasi di 

satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, serta 
merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun 
pelatihan kepada satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat 
untuk meningkatkan kemampuan literasi • 

BABV 
PEMBINAAN 

Pasal15 

(3) Oerakan Literas! Masyarakat rnelibatkan Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa, lembaga kernaeyarakatan, dunia usaha dan 
industri, dan warga masyarakat. 

(4) Oerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Taman Bacaan 
Masyarakat, Kampung Literasi, dan Komunitas Literasi. 
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BER.f'FADAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR53 SERis,33 

~ SEKRETARfS DAERAH ~UPATEN CIREBON f 

f :_T SUTRJSN) • 

Diundangkan di Surnber 
pada tanggal 1:' Oktobc,r 2•J16 

SUNJAYA PORW.ADISASTRA • 
ttd 

BUPATl CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
padatanggal 10 Oktober 2018 

Agar setiap orang menget:ahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraruran Bupati iJ:;l.i dengan. p.enempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 • 

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah Terpadu 
bersumber dari Anggaran Pendapatan da:n Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah clan/atau sumber lain yang tidak 
mengikat, 

BAB VllI 
PltMBIAY AAN 

Pasal20 

Pemerintah Daerah dapat membe.rikan penghargaan Anugerah 
Lirerasi bagi masyarakat literasi yang memenubi kriteria yang akan 
ditetapkan 1ebih lanjut dengan Keputusan Bupati, 

BABVIl 
PENGHARGAAN 

Pasal 19 

• 

,. 
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BERITA OAERAH KABUPATEN CCREBON TAHUN 2018 NOMOR 53 SERJ s. 33 

RAHMAT SUTRJS:J • 
- <. 

SEKRETAR(S DAERAH KABUPATEN CIR~BON 

Diundangkan di Sumber 
pada ranggal ,, Clcto~&r 2018 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

BUPA'l'l CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 10 Oktober 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, me-merintahkan pengundangan. 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Serita Daerah 
Kabupaten Cirebon, 

Peraruran Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Llterasi Daerah Terpadu 
bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggara.n 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau surnber lain yang tidak 
mengikat. 

BABVm 
PEMBIAYAAN 

Pasal 20 

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan Anugerah 
Literasi bagi masyarakat literasJ yang memenuhi kriteria yang akan 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, 

BABVll 
PEBGHARGAAN 

Pasa.l 19 

' 

• 

• 

• 


